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bidan.
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praktik bidan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan Bidan Praktik
Mandiri (BPM), implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1464/MENKES/PER/X/2010 tentang lIzin dan Penyelenggaraan



Praktik di Poliklinik Kesehatan Desa dan Bidan Praktik Mandiri
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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijabarkan
dalam berbagai peraturan pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan asas
perlindungan, sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum
kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Bidan dalam menjalankan
tugasnya sebagai salah satu tenaga pelayanan kesehatan tunduk pada
ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan tanggung jawab profesi yang
diatur di dalam kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi bidan di
Indonesia yaitu lkatan Bidan Indonesia/IBl. Dalam penelitian ini diuraikan
tentang pengaturan kewenangan praktik bidan, implementasi Permenkes Nomor
1464 /MENKES /PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan,
dan kepastian hukum penyelenggaraan praktik bidan di Poliklinik Kesehatan
Desa (PKD) dan Bidan Praktik Mandiri (BPM) Kabupaten Grobogan.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuiridis empiris/sosiologis (socio-legal approach) vyaitu usaha
mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai
dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan spesifikasi penelitian
yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara menyeluruh
permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu tentang
implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di PKD dan BPM Kabupaten
Grobogan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan bidan di
PKD Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Gubemnur Jawa Tengah
Nomor S0 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD Kabupaten/Kota di Propinsi
Jawa Tengah dan pengaturan kewenangan BPM di Kabupaten Grobogan
mengacu pada Permenkes Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan. Terdapat 15 bidan (30%) telah melaksanakan
tugas mengelola PKD dan menyelengggarakan praktik sebagai BPM dalam
kategori baik, terdapat 21 bidan (42%) dalam kategori cukup, kemudian terdapat
14 bidan (28%) dalam kategori kurang. Kepastian Hukum penyelenggaraan
praktik bidan di PKD dan BPM di Kabupaten Grobogan lebih terjamin karena
didukung dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang sesuai
dengan kebutuhan dan kenyataan yang ada sehingga selalu mengedepankan
perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.
Faktor pendidikan dan upaya pemahaman terhadap isi dari peraturan terkait
perlindungan hukum yang harus diperoleh oleh bidan merupakan awal dari
timbulnya kesadaran dalam menjalankan profesinya sehingga mampu
membedakan kewenangan sesuai dengan tempat pelayanan maupun ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menaunginya serta memahami dengan
baik batas-batas kewenangannya.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/
PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Poliklinik
Kesehatan Desa, Bidan Praktik Mandiri.



ABSTRACT

in the 2009 number 36 of law about health is clarified in various
regulation application with always attention of protection principle, so that can
give protection and certainly law for giver and accepter health service. The
midwife in apply a task as one of server power in health to bow in certainly law to
be valid and certainly responsibility with profession is arranged in ethics code of
midwife profession is definitelied by Indonesian Midwife Organisation /IBI. In this
research to analysied about arrangement of midwife practic competence,
implementation regulation of health minister number 1464/MENKES/PER/X/2010
about license and midwife practic organize, and legal protection of organize
midwife practic in Health of Village Policlinic (PKD) and Autonomous of Midwife
Practic (BPM) Kabupaten Grobogan.

The intimate method used is juridical impirical or saciology (socio-legal
approach) is trick near of problem that accurantely with law nature really or
harmonizity with fact that life in society with research specification used nature
analitycal descriptive to describe with whole problem that to become focus in this
research, is about implementation regulation of health minister number 1464/
MENKES/PER/X/2010 about license and midwife practic organize in PKD and
BPM Kabupaten Grobogan.

The results of this research to indicate that competence of
arrangement midwife PKD in Kabupaten Grobogan harmonizing by Governor of
Central Java Regulation Number 90 in 2005 about Implementation PKD in
Regency/City of Central Java Province and competence of arranged BPM in
Kabupaten Grobogan harmonizing by regulation of health minister number 1464/
MENKES/PER/X/2010 about license and midwife practic organize, have is
midwife (30%) is carried out to task manage PKD and organize autonomous of
midwife practic in well category, there is any 21 midwife (42%) in enough
category, and then any 14 midwife (28%) in missing category. The surely of law
midwife practic organize in PKD and BPM Kabupaten Grobogan more
guaranted because supported by various regulation that harmonizing with require
and fact so always excellently legal protection for giver and accepter heaith
service. Education and means comprehension to ward contents of regulation
mentioned be connected legal protection that must in belonging by midwife
constitute early from coming conscious to apply then profession so that be able to
difference of competence concordant with place service or certainly regulation
that to protect and comprehend with well borders then competence.

Key words : Implementation, The regulation of heaith minister number
1464/MENKES/PER/X/2010 about license and midwife practic organize,
polyclinic of health village (PKD) and autonomous of midwife practic (BPM)
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